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BAB V 

PENUTUP 

 

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya yang menyajikan hasil penelitian 

dan pembahasan mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan 

Masyarakat Nelayan Di Desa Sangiang Kecematan Wera Kabupaten Bima. Pada 

bab ini di uraikan kesimpulan hasil penelitian dan saran yang dianggap sebagai 

masukan bagi kalangan sehingga bermanfaat pada penulis selanjutnya. 

5.1 Kesimpulan 

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bima telah melakukan berbagai upaya 

dalam program pemberdayaan Masyarakat Nelayan dengan berdasar pada 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan 

pemberdayaan masyarakat nelayan serta peraturan pemerintah Nomor 50 

tentang Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. Selanjutnya dieloborasi 

dalam struktur Dinas yang khusus membidangi pemberdayaan Masyarakat 

Nelayan dengan tertibnya peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Kerja 

Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Bima. Namun dalam 

pelaksanaanya belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Peran 

pemerintah dalam hal ini dinas perikanan dan kelautan terhadap 

pemberdayaan dan perlindungan Masyarakat Nelayan belum berkelanjutan 

dan masih berorientasi dalam proyek. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan 

Dinas Perikanan Dan Kelauatan Kabupaten Bima masih dalam hal dan 

tahap kajian-kajian, selain itu pendanaan terhadap pengembangan dan 
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perlindungan Masyarakat Nelayan masih minim dan belum terlihat 

pemerintah daerah mempunyai prioritas secara nyata sebagai pilot project. 

Peran pemerintah dapat dikategorisasi menjadi lima upaya yaitu 

pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, kemitraan 

usaha, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta 

kelembagaan masyarakat nelayan. Pemerintah daerah masih kesulitan 

dalam memfasilitasi, pelatihan, pendidikan, penyuluhan, dan 

pendampingan bagi masyarakat nelayan karena masih terkendala dengan 

penyesuaian waktu sehingga mempengaruhi tingkat partisipasi kegiatan, 

Nelayan masih sulit mendapatkan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan 

informasi, khususnya yang berkaitan dengan harga komoditi dipasaran dan 

penggunaan alat tangkap modern. Selain itu kemitraan usaha dan 

dukungan kelembagaan bagi Masyarakat Nelayan masih lemah ditandai 

dengan kecenderungan Masyarakat Nelayan bergantung pada tengkulak 

khususnya dalam permodalan. Oleh sebab itu, berdaya atau tidaknya 

nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh dan nelayan pemilik, 

tergantung sejauh mana Masyarakat Nelayan memanfaatkan peluang yang 

diberikan oleh Pemerintah dan lingkungannya sehingga kemandirian 

berkelanjutan dapat tercapai. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat nelayan di 

Kabupaten Bima meliputi beberapa yakni faktor pendukung dan faktor 

penghambat. Faktor pendukung yaitu kuantitas sumber daya manusia, 

kebijakan pemerintah, bantuan modal usaha dan ketersediaan sarana dan 
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prasarana. Sedangkan faktor penghambat berupa kapasitas sumber daya 

manusia, keterbatasan anggaran, keterbatasan regulasi, dan ketergantungan 

dengan pemilik modal. 

5.2 Saran 

1. Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian yang serius terhadap 

masyarakat nelayan dengan meningkatkan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat nelayan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, 

pendampingan, peningkatan sarana dan prasarana, kemitraan usaha dan 

dukungan kelembagaan yang akan berdampak pada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat nelayan. Disarankan menindak lanjuti setiap 

bentuk pemberdayaan yang telah diprogramkan khususnya dalam 

pemberian bantuan modal usaha dan alat tangkap agar tidak hanya sampai 

pada proses pemberian tetapi sampai pada proses evaluasi hasil sehingga 

program yang dijalankan tepat sasaran dan tepat guna. Selain itu 

Pemerintah Daerah perlu membuat regulasi khusus terkait pemberdayaan 

masyarakat nelayan di tingkat kabupaten khususnya Kabupaten Bima 

sehingga upaya pemberdayaan masyarakat nelayan yang dilakukan dapat 

optimal. Tidak hanya berpedoman pada Undang-Undang atau peraturan 

pemerintah yang sifatnya secara nasional dan berlaku umum 

2. Pemerintah Daerah bersama stakeholder lainnya harus bekerja sama dalam 

dan saling bersinergi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 

nelayan khususnya di Kabupaten Bima. Selain Penting memberikan 

pemahaman pada masyarakat nelayan untuk aktif berpartisipasi dalam 
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pembangunan daerah serta memberikan penyadaran akan pentingnya 

menjaga kelestarian lingkungan ekosistem laut serta memperbaiki/ 

merehabilitasi ekosistem yang rusak dan menciptakan habitat biota baru 

yang layak dengan mengikutsertakan nelayan. Pemberdayaan nelayan 

dapat berjalan maksimal dengan meminimalisir faktor penghambat dan 

meningkatkan faktor pendukung dalam pemberdayaan Masyarakat 

Nelayan. 
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